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PENGANTAR

Puji  syukur kepada Allah SWT atas
segala limpahan rahmat dan karunia- Nya,
sehingga Laporan Tahunan 2018
Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat diselesaikan.
Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua
pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan

Tahunan ini dapat rampung sesuai dengan waktu

- _ yang ditentukan.

Laporan Tahunan (Laptah) Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2018
disusun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
143/KMA/SK/VII/2007 tentang pemberlakuan Buku | pada bagian ketiga (Prosedur
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan berdasarkan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor: 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyusunan Laporan
Tahunan (Laptah) 2018.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) badan peradilan
diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi
bersih, dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar
bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan
meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan
tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

Laporan Tahunan (Laptah) Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2018
merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pagar
Alam selama tahun 2018, sebagai bentuk kesadaran dan
mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan dalam rangka mewujudkan

reformasi birokrasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pagar Alam, 3 Januari 2019

KETUA

PENGADILAN NEgERI PAGAR ALAM

SAUT IN HARTONO A. MUNTHE, SH.

"NIP. 197911282003121002
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BAB |
PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi
semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang
berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain.
Kesemuanya harus terangkum dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi
dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.Selain
itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai
dengan kebutuhan.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung
Khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam sesuai Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah agung Nomor : MA/SEK/Q7/11l/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang
Organisasi Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah membantu Sekretaris
Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi
peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada
Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum khususnya
Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan cara :

1. Memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung
khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum pada
Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam.

3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi peradilan umum pada

Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pagar Alam.
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4. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata
laksana perkara perdata.
5. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata

laksana perkara pidana.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri
Pagar Alam.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Pagar Alam, adalah:“Terwujudnya

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagar Alam
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pagar Alam

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pagar Alam

RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa
perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan
itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui
dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi, Berikut kami paparkan
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Pagar Alam.

1. Terwujudnya profesioanlisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan

berwibawa.

2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antara instansi terkait.

3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata

organisasi.

4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

5. Berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara secara tepat

waktu dengan produk putusan yang adil terhadap para pencari keadilan.

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018



6. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme hakim, panitera dan jurusita
serta staff.

7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaaan di Seluruh
bidang.

8. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Undang-
undang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan
kedudukan Peradilan dalam sistem Kelembagaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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BAB Il
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM

KETUA

SAUT ERWIN H. A. MUNTHE, SH., MH

HAKIM

WAKIL KETUA

¥' AGUNG HARTATO,

SH., MH.

¥' RADEN ANGGARA
K, SH., MH

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH

PANITERA SEKRETARIS
DENI SYAFRIL, SH RIONALDOS S,
S.KOM

Wakil PANITERA

M. SOLEH, SH

e
e —

! KASUBBAG

PANITERA MUDA PANITERA MUDA PLT. PANITERA 1 PERENCANAAN, IT, KASUBBAG UMUM &
PERDATA PIDANA MUDA HUKUM DAN PELAPORAN KEUANGAN KASUBBAG
1 AN & ORTALA
ARMEN, AMd DERRY TAUHID, SH BRENDY SUTRA, SH ALIMRON DWI PUTRA,

1 SE DIAH ALAM SARI, S.Psi
STAF PANITERA !
MUDA PERDATA STAF PANITERA STAF PANITERA STAF KASUBBAG STAF KASUBBAG UMUM

MUDA PIDANA MUDA HUKUM 1 PERENCANAAN, IT,
DAN PELAPORAN DAN KEUANGAN S e anne

1 AN & ORTALA
AELIZABETH, SH !

]

PEJABAT FUNGSIONAL
r -— e = = -
PANITERA JURUSITA
NG PEJABAT FUNGSIONAL
BENDAHARA
BRENDY LIKWANYU
SUTRA, SH SIGIT P WICAKSONO, SH

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas :

1.Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri )

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara
dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada
Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat
Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan benar dan

seksama.
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2. Majelis Hakim

e Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera dan Wakil Panitera

e Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur
tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di
bagian teknis Pengadilan Negeri.

e Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

e Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima
di Kepaniteraan.

e Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang
berlaku.

e Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
kepaniteraan.

4. Sekretaris

e Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, juga mengatur
tugas Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Pagar Alam;

e Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran;

e Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN );

e Melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan
mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan, Kepala Sub
Bagian Kepegawaian & Ortala serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan

Pelaporan.

Tugas masing - masing Jabatan
Ketua Pengadilan, antara lain:
1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim

maupun seluruh karyawan,;
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3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan
atas :

e Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;

e Masalah-masalah yang timbul;

e Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan |,
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;

e Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.;

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan meliputi daftar, catatan, risalah, berita acara
serta berkas perkara;

5. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa

membayar biaya perkara).

Wakil Ketua Pengadilan
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya,;
2. Mewakil ketua bila berhalangan;
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua;
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

Hakim
1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya,;
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan
berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar

terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Panitera
1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
2. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan

administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana;
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Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta,
buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan

surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;

4. Membuat salinan putusan;

5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan;

7. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara,

dan membuat laporan periodik.
Sekretaris

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas
para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh
pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala serta Sub
Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan dalam rangka
memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Pagar
Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
dan lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana
pembangunan.

6. Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAKBMN).

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Jurusita

1.

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,

protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
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3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan

kepada pihak-pihak yang terkait

Pada Pengadilan Negeri terdapat dua bidang pokok vyaitu kepaniteraan dan

sekretariatan yang dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris dengan tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut:

1. Kepaniteraan
Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah ~memberikan
pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi
peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) lima hal, yaitu:

e Menyusun Kkegiatan administrasi perkara serta melaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.

e Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi
keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara
perdata.

e Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi
keuangan perkara pidana

e Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara
dan memberikan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat.

e Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bidang kepaniteraan yaitu:

Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata

Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti
Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data,
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara, administrasi kewarganegaraan, pengesahan badan hukum dan
administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan

peraturan perundang- undangan.
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Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera
Muda selaku kepala Sub Kepaniteraan.
2. Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum

kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi

Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

e Melakukan urusan kepegawaian
e Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya
perkara/uang titipan pihak ketiga.
e Melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan
barang inventaris milik negara dan mengelola perpustakaan
Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

e Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian.

e Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan barang
inventaris milik negara serta urusan keuangan kecuali mengenai
pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.

e Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, mempunyai tugas
melakukan urusan perencanaan anggaran dan kegiatan, IT, dan
penyusunan laporan.

Masing-masing Urusan ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Alur Tupoksi
- Kegiatan Bidang Administrasi Kepaniteraan Terdiri dari:
% Bidang Administrasi Kepaniteraan Perdata.
% Bidang Administrasi Kepaniteraan Pidana.
% Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum.

Dari ketiga bidang ini penanggung jawab dari tugas ini adalah masing-
masing Panitera Muda dengan atasan langsungnya adalah Wakil Panitera dan
penanggung jawab tertinggi adalah Panitera.

1. Bidang Adiminstrasi Kepaniteraan PERDATA
% Meja Pertama
= Penerimaan gugatan pemohon, permohonan Banding,
permohonan Kasasi, peninjauan kembali, Eksekusi;
» Menetapkan Rencana biaya perkara yang dituangkan dalam
SKUM.
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s Meja Kedua

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku Register
Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pengajuan  penetapan  penunjukan  Majelis  Hakim
diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Wakil Panitera
untuk mohon penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar
Alam;

Mencatat  penetapan penunjukan Majelis Hakim.
Diserahkan  kepada Majelis Hakim yang  ditunjuk,
kemudian dicatatkan pembagian perkara tersebut dengan
tertib;

Menyiapkan buku register sidang untuk majelis, penentuan
tanggal sidang pertama, penundaan sidang, dan dicatat
secara tertib;

Mencatat dalam buku register semua kegiatan perkara
yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali.

% Meja Ketiga

7/
L X4

Kas

Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan
pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
Menerima memori banding, kontra memori banding, memori
kasasi, kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan atas
alasan Peninjauan Kembali, penerimaan akta-akta,
pendaftaran badan hukum;

Menetapkan urutan dan giliran Juru Sita / Juru Sita

Pengganti untuk dilaksanakan pekerjaan kejurusitaan.

KAS merupakan bagian dari meja perkara;

Penanggung KAS menerima dan membukukan segala
penerimaan dan pengeluaran uang panjar perkara sesuai
SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Perkara, termasuk
pengeluaran bea meterai dan pungutan leges (PNBP)
yang disebut hak-hak kepaniteraan sesuai ketentuan yang
berlaku, dimana setiap 2 minggu sekali oleh pengelola
HHK disetorkan kepada bendahara penerima sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Segala pemasukan dan pengeluaran uang untuk setiap
harinya dilaporkan kepada Panitera dan dicatat dalam
buku induk Keuangan Perkara, buku induk keuangan

biaya eksekusi, dan buku penerimaan HHK.
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++ Pembendelan Perkara Perdata

% Pembuatan Laporan Tentang Perkara Perdata

Keadaan perkara perdata;
Laporan keuangan perkara perdata;
Keterangan tentang keadaan perkara perdata

2. Kegiatan Bidang Aministrasi Kepaniteraan PIDANA

RO

% Meja Pertama

Penerimaan perkara pidana;

Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku induk
kegiatan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana
singkat pendaftaran perkara pidana tindak pidana ringan
dan pelanggaran lalu lintas;

Penetapan majelis hakim;

Penetapan hari sidang;

Pencatatan dalam buku Kegiatan Persidangan perkara

pidana

% Meja Kedua

Penerimaan pernyataan banding, kasasi, peninjauan
kembali, dan grasi;

Penerimaan administrasi bidang KAS, peninjauan kembali
grasi dan penangguhan pelaksanaan putusan;

Membuat akta permohonan berfikir bagi terdakwa;

Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding;
Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan
pengadilan dibawah tanggung jawab Panmud Pidana
dengan Wakil Panitera;

Pengelolaan buku-buku register pidana sesuai ketentuan

yang berlaku

% Administrasi Keuangan

Keuangan bantuan hukum;

Uang jaminan penangguhan penahanan;

Pemasukan dan pengeluaran keuangan pidana dicatat
dalam buku induk keuangan perkara pidana;

Keuangan bantuan hukurn diperuntukan bagi jasa penasehat
hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk membela

terdakwa yang kurang mampu.
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% Prosedur Penerimaan Perkara Banding Dan Kasasi
Dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai alokasi yang
telah ditetapkan yaitu untuk banding 7 (tujuh) hari atau setelah
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam
pengucapan/pembacaan putusan, sedang untuk kasasi waktunya
adalah 14 hari setelah putusan diucapkan/dibacakan atau
diberitahukan, dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya
terdakwa.
% Prosedur Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi
= Peninjauan kembali dapat diajukan oleh terdakwa maupun
ahli warisnya pengadilan wajib memberitahukan
Peninjauan Kembali kepada JPU dan berlaku prosedur
sesuai ketentuan yang berlaku;
= Untuk permohonan Grasi diajukan kepada Panitera
Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama selanjutnya
berlaku ketentuan sesuai atau ditetapkan.
% Pembundelan Berkas Perkara Pidana
% Pelaporan Perkara Pidana
» Keadaan perkara pidana;
» Laporan tentang kegiatan Bantuan hukum perkara pidana,
= Laporan tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT);
= Dengan dibuatnya laporan rutin berkala tentang perkara
perdata dan pidana yang merupakan laporan yang
bersifat evaluasi, sehingga dari laporan tersebut dapat
dipantau tentang tingkah laku para pejabat di lingkungan
Peradilan Tingkat Pertama secara menyeluruh baik
hakim maupun pejabat kepaniteraan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan jalannya peradilan dalam
melaksanakan  tugas pokok dan  fimgsi  dalam
melaksanakan penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama
dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi

masyarakat Pencari Keadilan.
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3. Kegiatan Bidang Aministrasi Kepaniteraan HUKUM

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

*
L X4

L)

7/
o

7/
L X4

7/
L X4

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji, data, menyajikan data
perkara dalam bentuk statistik, menyusun laporan perkara,
menyimpan arsip berkas perkara baik perdata maupun pidana;
Mengolah dan mengkaji evaluasi dan laporan secara periodik
pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam wilayah hukumnya
untuk dilaporkan kepada pimpinan pengadilan baik perkara
Perdata maupun Pidana;
Memberikan Jasa Pelayanan Hukum bagi masyarakat pencari
Jasa Pelayanan Hukum dalam hal:

» Jasa Pelayanan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

= Memberikan pelayanan dalam hal pengesahan Akte

Notaris, Badan Hukum, CV, dll;
» Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang melakukan
penelitian di pengadilan, dengan segala administrasinya

Menyelenggarakan dan mengelola arsip perkara perdata
maupun pidana sesuai klasifikasi yang telah ditentukan,
sehingga apabila berkas dibutuhkan mudah untuk mencarinya
dan menempatkan Arsip Perkara pada Ruangan Arsip yang
ditata rapi dalam FileBox dan ditempatkan dalam rak-rak;
Mencatat data perkara perdata dan pidana yang telah Inkracht
dalam buku register dibawah tanggung jawab Panitera Muda
Hukum dibawah pengawasan Panitera;
Menyajikan statistik perkara perdata dan perkara pidana;
Menyusun laporan perkara perdata maupun perkara pidana :

» [aporan bulanan

= [aporan triwulan

» |aporan semesteran

» [aporan tahunan
Menangani tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan

Peraturan Perundang- undangan.

Kegiatan Bidang Administrasi Sekretariatan

Dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian

yaitu Kepala Subbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbag Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Subbag Bagian Perencanaan TI

dan Pelaporan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
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1. Bidang administrasi Umum dan Keuangan

2. Bidang administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3. Bidang administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
% Bidang Administrasi Sub Bagian UMUM DAN KEUANGAN
1. Penyelenggaraan kegiatan rumah tangga kantor yang meliputi:

Gedung dan halaman rumabh;

Kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan kantor;
Keamanan dan ketertiban kantor;

Sarana dan prasarana kantor.

2. Penyelenggaraan kegiatan tata persuratan yang meliputi:

Pencatatan dan pembukuan semua jenis surat masuk dan
keluar dan memilah-milah menurut bentuk, sifat, dan jenisnya;
Melaksanakan administrasi tata persuratan dalam buku agenda
surat masuk dan keluar;

Dokumentasi data dan surat penting yang bersifat rahasia

pada tempat yang aman.

3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Menginventarisir dan mengelola barang-barang milik Negara sesuai

kaidah peraturan yang berlaku.

4. Penyelenggaraan kegiatan protokoler Menyiapkan segala perlengkapan

untuk keperluan acara yang bersifat kedinasan baik intern maupun yang

terkait dengan pihak luar.

5. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perpustakaan

Membuat register induk, register pengelompokan dan register
peminjaman dan dikelola secara tertib dan teratur;

Buku yang diterima telah dicatat dalam register induk dan
register pengelompokan dan buku-buku telah diberi kode nomor
sesuai aturan yang ada;

Peminjaman buku dicatat dalam register peminjaman sekaligus
mencatat buku yang dipinjam tetapi belum dikembalikan;

Jika memungkinkan dilakukan komputerisasi perpustakaan
menggunakan aplikasi pengelolaan perpustakaan misalnya Aplikasi

Senayan, dsb.

6. Pengarsipan dokumen telah ditempatkan pada tempat yang telah

ditentukan guna mempermudah / mempercepat untuk mencari /

mendapatkan arsip / data bila diperlukan.
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7. Pembuatan laporan terdiri dari: Penyusunan laporan dan pengiriman
laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Administrasi Barang milik Negara
(BMN) mengacu kepada Aplikasi SIMAK BMN dari Departemen
Keuangan RI, yang dalam hal ini untuk daerah Pagar Alam berada
dibawah tanggung jawab KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negera
dan Lelang) Lahat. Pembuatan laporan Kartu Inventaris Barang (KIB)
dilaksanakan oleh pejabat operator SIMAK BMN dibawah tanggung
jawab Kepala sub bagian Umum dan keuangan. Sedangkan penanggung
jawab keseluruhan adalah Sekretaris di Pengadilan Negeri Pagar Alam
sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB).

8. Pengelolaan keuangan Negara Dalam penyelenggaraan kegiatan ini
ditangani/dikelola sesuai aturan keuangan yang berlaku yaitu UU No 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang terdiri dari:

= Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh sekretaris;
= Pejabat pembuat komitmen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;
= Pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM;
= Bendahara Pengeluaran;
= Bendahara Penerima;
= Staf pengelola keuangan serta Penyusun RKA-KL.
Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan menggunakan beberapa
aplikasi standar yang ditentukan oleh Departemen Keuangan RI,
diantaranya adalah:

a. Aplikasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

b. Aplikasi BELANJA PEGAWAI

c. Aplikasi PENGGAJIAN PEGAWAI

d. SPM

e. SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)
Rencana anggaran yang sudah disusun oleh sub bagian
Perencanaan dituangkan dalam bentuk pelaporan menggunakan
aplikasi RKA-KL yang kemudian diajukan ke Koordinator Wilayah
(Pengadilan Tinggi) untuk diproses menjadi DIPA. Anggaran dari
DIPA dicairkan oleh KPPN melalui SPM.
Untuk pembelanjaan, aplikasi yang digunakan diantaranya adalah
aplikasi penggajian (untuk belanja pegawai) dan aplikasi belanja
pegawai (untuk belanja kegiatan sehari-hari). Hasil pelaporan dari
kedua aplikasi tersebut dilaporkan ke KPPN melalui aplikasi SPM
untuk mendapatkan pencairan dana. Sedangkan aplikasi SAKPA
digunakan untuk pelaporan dari keseluruhan kegiatan-kegiatan
tersebut diatas, setelah dikalukan rekonsiliasi dengan aplikasi
SIMAK BMN.
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9. Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ditangani olen BENDAHARA PENERIMA kegiatannya meliputi:
= Mencatat, membukukan segala penerimaan Negara yang masuk
dalan kategori PNBP.
= Menyetorkan hasil penerimaan Negara ke kantor Negara
melaui Bank ersepsi maksimal 7 hari dan penerimaan sudah
disetorkan ke kas Negara,
= Membukukan dan melaporkan tugas dan tanggung jawabnya

sesuai aturan yang berlaku

% Bidang Administrasi Sub Bagian KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA

Menyelenggarakan inventarisasi jumlah dan data pegawai (Bezzeting
dan formasi);

Menyelenggarakan file / dozer untuk masing-masing pegawai yang
ada pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Membuat papan visualisasi tentang pegawai berdasarkan DUK;

Absensi / presensi pegawai;

Membuat usulan kenaikan pangkat;

Membuat usulan tentang pengisian formasi jabatan;

Membuat usulan tentang CPNS menjadi PNS;

Membuat usulan tentang test kesehatan untuk usulan PNS;

Membuat usulan ujian dinas dan Ujian Persamaan ljazah sesuai
Jenjang Pendidikan Yang ditempuh;

Membuat Surat Keterangan ljin Kuliah untuk S1 maupun S2

Membuat usulan tentang prajab bagi CPNS;

Membuat usulan tentang kenaikan gaji berkala;

Membuat usulan tentang pelaksanaan tugas;

Membuat usulan tentang surat perintah menduduki jabatan;

Membuat usulan bagi para pejabat pada setiap awal tahun;

Membuat usulan tentang pendidikan penjenjangan;

Membuat usulan tentang peserta pelatihan baik teknis maupun
administrasi;

Membuat usulan tentang Kartu Pegawai, KARSU, KARIS, Kartu
Peserta Taspen maupun Askes;

Menyelenggarakan upacara pelantikan/sumpah pejabat;

Menyelenggarakan upacara sumpah PNS;
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Menyelenggarakan upacara serah terima jabatan pimpinan;

Membuat SK tentang Kimwasmat dan pengawas bidang, majelis
hakim atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;

Membuat SK mutasi staf sesuai perintah Ketua Pengadilan Negeri;
Memproses teguran kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin
pegawai;

Memproses prosedur usulaan penjatuhan hukuman disiplin untuk PNS
yang melanggar peraturan disiplin pegawai;

Pengadministrasian tentang cuti pegawai;

Membentuk SK tentang honor pada setiap tahunnya;

% Bidang Administrasi Sub Bagian PERENCANAAN, TEKNOLOGI DAN
PELAPORAN

Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun
sekretariatan secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja
yang optimal

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan
pelaporan serta menyampaikan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian
masalahnya.

Membuat laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP),
yang terdiri:

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)

b. Rencana Strategis (RENSTRA),

c. Rencana Kinerja Tahunan(RKT),

d. Indikatir Kerja Utama (IKU)

Menyusun Laporan Tahunan (LT)
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- Standar Operasional Prosedur (SOP)

Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP)

Unit Kerja Jumlah | Terdiri dari Keterangan
Teknis Pengadilan
Tk. Pertama
Ketua 8 1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk Sudah di
2. Menerima dan mendiposisi berkas perkara evaluasi tanggal
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian 28  Desember
4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi | 2018.
dan MA
5. Menugaskan hakim pengawas bidang
6. Memimpin pelaksanaan eksekusi
7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara
8. Menerima, memeriksa dan memutus perkara
Wakil Ketua 5 1. Menerima dan menandatangani surat-surat Sudah di
2. Menerima dan menetapkan berkas perkara evaluasi tanggal
3. Menerima, memeriksan dan memutus perkara 28  Desember
4. Melaksanakan pembinaan kepegawaian 2018.
5. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi
dan MA
Hakim 4 1. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Sudah di
2. Minutasi perkara evaluasi tanggal
3. Melakukan mediasi 28  Desember
4. Melaksanakan pengawasan bidang 2018.
Panitera 10 1. Menerima dan mendisposisi surat Sudah di
2. Menjawab dan mengirim surat evaluasi tanggal
3. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 | 28 ~ Desember
bulanan, 6 bulanan dan tahunan 2018.
4. Menunjuk panitera pengganti untuk
mendampinigi majelis hakim
5. Menandatangani salinan putusan dan penetapan
6. Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan
grasi
7. Melaksanakan eksekusi
8. Menetapkan pemberian tugas kepada wapan,
dan panmud
9. Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara
dan uang pihak ketiga
10. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi
dan MA
Panitera Muda 24 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan perkara | Sudah di
Pidana Pidana Biasa evaluasi tanggal
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan perkara | 28 ~ Desember
lalu lintas 2018.
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan perkara
banding
4. Menerima dan memeriksa kelengkapan perkara

kasasi
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas Persetujuan penyitaan
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6. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas Persetujuan penggeledahan

7. Mengoreksi dan  memaraf  perpanjangan
penahanan

8. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas dan menyerahkan arsip berkas Pidana
Biasa ke Panitera Muda Hukum.

9. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas dan menyerahkan arsip berkas perkara
lalu lintas ke Panitera Muda Hukum.

10.Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas dan menyerahkan arsip berkas banding
ke Panitera Muda Hukum.

11.Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas-
berkas dan menyerahkan arsip berkas kasasi ke
Panitera Muda Hukum.

12.Membantu hakim mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan pidana

13.Membuat penetapan hari sidang

14.Membuat Penetapan penahanan

15.Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang berikutnya

16.Mengisi CTS Penundaan hari sidang;

17.Mengisi CTS Perkara yang diputus berikut
Amar Putusannya,

18.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Pidana bila telah selesai diminutasi

19.Membantu hakim mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan Perdata

20.Membantu hakim dalam membuat penetapan
hari sidang

21.Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang perkara berikutnya

22.Mengisi CTS Penundaan hari sidang

23.Perkara yang diputus berikut Amar Putusannya

24.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Pidana bila telah selesai diminutasi

Panitera Muda
Perdata

17

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara

perdata

Menaksirkan Panjar Biaya Perkara Perdata

3. Menyerahkan Surat-Surat Perkara Perdata yang
dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan

4. Menerima dan memeriksa berkas perkara yang
telah diminutasi serta menyerahkannya kepada
bagian hukum

5. Membantu hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan

6. Membantu hakim membuat penetapan hari
sidang

7. Membuat berita acara yang harus selesai
sebelum sidang perkara berikutnya

8. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata
untuk dicatat dalam register perkara serta
mengisi CTS tentang penundaan hari sidang

9. Mengisi CTS perkara yang sudah diputus
berikut Amar Putusannya

N

Sudah di
evaluasi tanggal
28 Desember
2018.
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10.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Perdata bila telah selesai di Minutasi

11.Membantu hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pidana

12.Membantu hakim dalam membuat penetapan
hari sidang

13.Membuat penetapan Penahanan terdakwa

14.Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang perkara berikutnya

15.Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana untuk
dicatat dalam register perkara serta mengisi CTS
tentang Penundaan hari sidang

16.Mengisi CTS perkara yang sudah diputus
berikut Amar Putusannya

17.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Perdata bila telah selesai di Minutasi

Panitera Muda
Hukum

20

1. Mengumpulkan, mengelola, mengkaji data

laporan yang diterima dari Kepaniteraan Pidana

dan Kepaniteraan Perdata

Mengoreksi laporan bulanan

Menerima berkas minutasi perkara pidana;

Menerima berkas minutasi perkara perdata;

Membuat statistik keadaan perkara pidana dan

perdata;

Menerima pendaftaran Badan Hukum;

Menerima permintaan surat kuasa;

8. Membantu hakim mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan;

9. Membantu hakim membuat penetapan hari
sidang

10.Membuat penetapan penahanan

11.Membuat berita acara yang harus selesai
sebelum sidang perkara berikutnya;

12.Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana untuk
dicatat dalam register perkara serta mengisi CTS
penundaan hari sidang

13.Mengisi CTS Perkara yang sudah diputus
berikut Amar Putusannya;

14.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Pidana bila telah selesai di Minutasi

15.Membantu hakim mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan perdata

16.Membantu hakim dalam hal membuat penetapan
hari sidang

17.Membuat berita acara yang harus selesai
sebelum sidang perkara berikutnya

18.Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata
untuk dicatat dalam register perkara penundaan
hari sidang

19.Perkara yang sudah diputus berikut Amar
Putusannya

20.Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera
Muda Perdata bila telah selesai di Minutasi;

abrwn

~No

Sudah di
evaluasi tanggal
28  Desember
2018.
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Panitera Pengganti

12

8.

9.

1

1

1

. Membantu Hakim mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan perkara pidana

. Membantu Hakim dalam membuat Penetapan
hari sidang

. Membantu
Penahanan

. Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang perkara berikutnya.

. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana untuk
dicatat dalam register perkara serta mengisi CTS
tentang Penundaan hari sidang.

. Mengisi CTS Perkara yang sudah diputus
berikut Amar putusannya.

. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana bila

telah selesai diminutasi

Membantu Hakim mengikuti dan mencatat

jalannya persidangan perkara perdata

Membantu hakim dalam membuat Penetapan

hari sidang

0. Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang perkara berikutnya.

1. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata
untuk dicatat dalam register perkara serta
mengisi CTS Penundaan hari sidang.

2. Perkara yang sudah diputus berikut Amar
putusannya.

hakim  membuat  Penetapan

Sudah di
evaluasi tanggal
28  Desember
2018.

Jurusita/ JSP

1. Melaksanakan perintah Hakim dan Penunjukan

dari Panitera/Sekretaris untuk melaksanakan
pemanggilan (Bantuan pemanggilan) / relaas
dalam perkara pidana

Melaksanakan perintah Hakim dan Penunjukan
Panitera/Sekretaris untuk melaksanakan
pemanggilan relaas dalam perkara perdata
gugatan / permohonan kepada para pihak
Melaksanakan perintah Hakim untuk
melaksanakan pemanggilan relaas dalam
perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum
Melaksanakan perintah KPN dan Penunjukan
Panitera/Sekretaris untuk melaksanakan
pemanggilan relaas dalam perkara perdata yang
didelegasikan oleh PN lain

Melaksanakan perintah KPN dan Penunjukan
Panitera/Sekretaris  sebagai  saksi  dalam
pelaksanaan ~ Aanmaning/Sita  Jaminan/Sita
Eksekusi/Sita Provisi dan Eksekusi serta Lelang.

Sudah di
evaluasi tanggal
28 Desember
2018.

Non Teknis

Sekretaris

N

Menerima dan mendisposisi surat

Menjawab dan mengirim surat

Meneliti dan memaraf laporan bulanan bagian
kesekretariatan

Melaksanakan anggaran

Sudah di
evaluasi tanggal
28 Desember
2018.
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5. Menetapkan pemberian tugas kepada kasubbag
umum dan keuanga, kasubbag kepegawaian
organisasi dan tata laksana serta kasubbag
perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

6. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi
dan MA

7. Melaksanakan Pemnbinaan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian
Umum dan
Keuangan

33

1. Memeriksa dan menandatangani laporan pada
buku agenda surat masuk dan surat keluar.

2. Mengonsep surat / balasan surat yang
berhubungan dengan administrasi bagian umum
dan keuangan

3. Mandatangani  tanda  terima  buku-buku,
peraturan, majalah dll yang dikirim Mahkamah
Agung RI dan instansi lain.

4. Mengonsep rencana kerja mengenai kebutuhan
atas sarana penunjang kerja pimpinanan dan
seluruh pegawai.

5. Melaksanakan dan membuat laporan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam

6. Memeriksa laporan BMN intrakomtabel,
ekstrakomtabel, gabungan, neraca asset CAL
BMN di DIPA 01 dan 03.

7. Memeriksa laporan barang persediaan, neraca
persediaan dilingkungan Pengadilan Negeri
Pagar Alam DIPA 01 dan 03.

8. Mengonsep Kartu Identitas Barang (KIB) untuk
tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas.

9. Mengonsep laporan pelaksanaan perawatan dan
pemeliharaan terhadap gedung/ bangunan,
kendaraan dinas dan barang inventaris kantor

10.Mengonsep rencana penarikan tahun anggaran
berjalan

11.Melakukan pengujian atas hak tagih untuk
selanjutnya melakukan pembebanan kepada
mata anggaran dan selanjutnya menerbitkan
SPM, baik SPM UP, SPM LS, dan belanja
pegawai.

12.Memeriksa kebenaran SPP yang diajukan PPK
beserta dokumen pendukung.

13.Gaji pegawai

14.Uang makan PNS

15.Gaji ke-13 dan Gaji ke-14

16.Gaji susulan

17.Kekurangan gaji

18.Remunerasi

19.Remunerasi ke-13

20.Rekonsiliasi Sakpa

21.Catatan atas laporan keuangan (CALK)

22.Laporan triwulan

23.Laporan Semesteran

24.Laporan Tahunan

25.Laporan Komdanas

Sudah di
evaluasi tanggal
28  Desember
2018.
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26.Membuat ringkasan kontrak dan SPTJM
permintaan pembayaran LS kontrak pihak ke-I11
baik itu menggunakan metode Termin atau
sekaligus lunas.

27.Membuat Ira manual tingkat satker

28.Mengonsep formulir surat perjalanan dinas

29.Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana
UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP

30.Memeriksa pencatatan buku kas bendahara
pengeluaran

31.Memeriksa hasil laporan PNBP

32.Melaporkan hasil penyerapan anggaran kepada
Kuasa Pengguna Anggaran

33.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen hak tagih.

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan Tata
Laksana

22

1. Mengonsep dan menyusun rencana pelaksanaan
tugas di bidang kepegawaian.

2. Membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan
bawahan / staf

3. Mengkoordinasi, meneliti segala surat-surat

yang dikerjakan staf bagian kepegawaian.

Memonitoring surat masuk dan Surat Keluar

5. Mengonsep , dan memaraf surat keterangan
masih menduduki jabatan ketua, wakil ketua,
hakim, panmud-panmud, kaur-kaur, panitera
pengganti dan jurusita pengganti PN Pagar
Alam.

6. Menyetujui usulan cuti bersalin, cuti tahunan,
dsb dari bagian kepegawaian.

7. Mengonsep dan menandatangani  laporan
bulanan bagian kepegawaian.

8. Mengonsep dan memaraf surat-surat tugas, surat
cuti dll.

9. Mengonsep dan memaraf SK-SK Ketua

10.Mengonsep pembuatan SKP seluruh hakim dan
pegawai PN Pagar Alam.

11.Meneliti kelengkapan dan pembuatan sarana tata
usaha kepegawaian berupa register surat masuk,
register surat keluar, register cuti, register sakit,
register dinas luar, register KGB dan naik
pangkat, file pegawai dan statistik pegawai.

12.Membantu staf dalam mengonsep penyusunan
dan pembuatan usulan apabila ada kenaikan
pangkat pegawai.

13.Mengonsep dan memparaf pembuatan KGB
apabila ada pegawai yang mendapat KGB.

14.Mengonsep  dan  memparaf  Pembuatan
Bezzeting.

15.Mengonsep dan memparaf pembuatan DUK

16.Mengusulkan dan mengonsep serta memparaf
pembuatan Karpeg, kartu askes, Kkaris/karsu
pegawai.

17.Mengonsep dan memaraf Pembuatan KP4
seluruh pegawai

>

Sudah di
evaluasi tanggal
28  Desember
2018.
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18.Mengonsep, mempersiapkan Berita Acara,
SPMJ, SPMT, Surat Pernyataan Pelantikan,
Naskah Pelantikan apabila ada pelantikan di PN
Pagar Alam.

19.Mengonsep dan memparaf Pembuatan Pengantar
File Kepegawaian, SKP sementara apabila ada
hakim atau pegawai yang mutasi.

20.Mengonsep ~ pembuatan ~ dan  memparaf
pembuatan usulan tanda penghargaan Satya
Karya Dwiwindu dan Satya Karya Lencana X,
XX, XXX

21.Memonitoring pengelolaan KOMDANAS

22.Memonitoring pengelolaan SIKEP

Kepala Sub Bagian 16 1. Menyusun konsep rencana Kkerja bidang | Sudah di
Perencanaan perencanaan, informasi teknologi dan Pelaporan | evaluasi tanggal
Teknologi Informasi 2. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan 28 Desember
dan Pelaporan 3. Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan 2018.
4. Menyusun konsep restrukturisasi program dan
kegiatan
5. Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)
6. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK).
7. Menyusun konsep usulan Revisi RKA, DIPA,
POK dan atau Permintaan Anggaran Belanja
Tambahan (ABT)
8. Mengupdate data perencanaan pada aplikasi
Komdanas setiap terjadi perubahan / revisi
DIPA
9. Memantau pelaksanaan DIPA
10.Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke
dalam website
11.Melaksanakan pengelolaan infrastruktur
hardware, meliputi server, komputer dan
perangkat pendukung.
12.Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan
komputer.
13.Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi
informasi
14.Menghimpun, menyusun dan
mengkoordinasikan penyusunan Laporan
Tahunan dan LkjIP
15.Membuat laporan Keuangan / Calk
16.Membuat Laporan Keuangan BMN
Staf Sub Bagian 19 1. Mengetik Surat Pernyataan Masih Menduduki Sudah di

Kepegawaian
Organisasi dan Tata
Laksana

Jabatan Hakim dan Pegawai.
2. Mengetik usulan cuti bersalin, cuti tahunan, dsb
dari bagian kepegawaian.
Mengetik laporan bulanan bagian kepegawaian.
Mengetik Surat-Surat Tugas.
Mengelola surat masuk dan surat keluar
Mengetik SKP seluruh hakim dan pegawai PN
Pagar Alam

oMW

evaluasi tanggal
28  Desember
2018.
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7. Mengetik SK-SK Ketua Pengadilan Negeri
Pagar Alam.

8. Meneliti kelengkapan dan pembuatan sarana tata
usaha kepegawaian berupa register surat masuk,
register surat keluar, register cuti, register KGB

dan naik pangkat.
9. Mengetik usulan kenaikan pangkat pegawai.
10. Mengetik KGB Pegawal.
11. Mengetik Bezzeting.
12. Mengetik DUK
13. Mengetik KP4.

14. Mengetik usulan Karpeg, Kartu Askes, Karis/

Karsu Pegawai.

15. Mengetik Berita Acara, SPMT, SPMJ, Surat
Pernyataan Pelantikan, Naskah Pelantikan
apabila ada pelantikan di PN Pagar Alam.

16. Mengetik Pengantar File Kepegawaian bagi

hakim atau pegawai yang mutasi.

17. Mengetik Usulan Tanda Penghargaan Satya

Karya dan Lencana Karya Satya

18. Mengelola KOMDANAS

19. Mengelola SIKEP

Staf Sub Bagian
Umum dan
Keuangan

18

1. Menerima, menyimpan, mentatausahakan dan
membukukan uang/surat berharga dalam
pengelolaannya.

2. Melakukan pengujian dan pembayaraan
berdasarkan perintah PPK

3. Melakukan pemotongan / pemungutan
penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukannya.

4. Menyetorkan pemotongan / pemungutan
penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukannya

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP

6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban
(LPJ) kepada KPPN selaku kuasa BUN

7. Menyusun pembukuan kas umum, kas
pembantu, pembantu persediaan, pembantu

langsung, pembantu pajak dan pembantu bank.
8. Menyampaikan buku kas umum (BKU) kepada

KPA setiap akhir bulan
9. Mengajukan pembayaran LS perjalanan dinas
pegawai.
10. Menandatangani Gaji pegawai
11. Menandatangani Uang makan PNS
12. Menandatangani Gaji ke-13 dan Gaji ke-14
13. Menandatangani Gaji susulan
14. Menandatangani Kekurangan gaji
15. Menandatangani Remunerasi
16. Menandatangani surat setoran pajak (SSP)
pada belanja pegawai, belanja barang.
17. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu,
dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP.
18. Mengantarkan SPM ke KPPN Lahat

Sudah di
evaluasi tanggal
28 Desember
2018.
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Staf Kepaniteraan
Pidana

15

10.
11.
12.
13.

14.
15.

. Melengkapi berkas perkara pidana dengan

formulir penetapan, penunjukan majelis hakim,
dan formulir penetapan panitera pengganti

. Memberi nomor pada berkas perkara pidana

sesuai nomor urut pada register perkara pidana
biasa

. Memberi nomor penahanan (bila ditahan) sesuai

nomor urut pada register penahanan

. Menyampaikan berkas perkara pidana kepada

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

. Menyampaikan berkas perkara pidana kepada

Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam

. Mengisi buku register dan menutup register

pidana biasa

. Mengisi buku register dan menutup register

penahanan

. Mengisi buku register dan menutup register

penyitaan

. Mengisi buku register dan menutup register

penggeledahan
Mengisi buku register dan menutup register
perkara lalu lintas
Mengisi buku register dan menutup register
perkara ringan
Mengetik Permintaan perpanjangan penahanan
dari penyidik atau penuntut umum
Mengetik Persetujuan penyitaan
Mengetik persetujuan penggeledahan
Mengisi CTS berkas perkara pidana.

Sudah di
evaluasi tanggal
28  Desember
2018.
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- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Jumlah
No Sasaran Kerja Pegawai Kegiatan Tahun | Keterangan
2018

1 | Ketua 8
2 | Wakil Ketua 5
3 | Hakim

1. Agung Hartato, SH., MH 4

2. Raden Anggara Kurniawan, SH, MH 4

3. M. Alwi, SH, MH, 4
4 | Panitera 10
5 | Wakil Panitera 16
6 | Panitera Muda Pidana 24
7 | Panitera Muda Perdata 17
8 | Panitera Muda Hukum 20
9 | Panitera Pengganti

1. Brendy Sutra, SH 13
10 | Juru Sita /ISP

1.Likwanyu 4
11 | Sekretaris 7
12 | Kasubbag Umum Dan Keuangan 33
13 | Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan 17
14 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan TatalLaksana 22
15 | Staff

1. Sigit Prismariandi Wicaksono, SH 19

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018



B. Pelayanan Publik yang Prima
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)
Pengadilan Negeri Pagar Alam telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan
nilai A (Excellent)

- Posbakum
Pelaksanaan Perkara Posbakum

Sakter Jumlah Pagu Realisasi Sisa
Perkara
Pengadilan Negeri Pagar 100 Rp.24.000.000 | Rp.24.000.000 0

Alam

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Pelaksanaan Perkara Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sakter Jumlah Pagu Realisasi Sisa
Perkara

Pengadilan Negeri Pagar Alam - - - -

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pelaksanaan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Sakter Jumlah Pagu Realisasi Sisa
Perkara

Pengadilan Negeri Pagar Alam - 1.500.000 - 1.500.000
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BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era
globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut
profesionalisme aparat peradilan baik itu hakim dan panitera serta pejabat lainnya
dalam pelaksanaan tugas dalam menangani perkara dan pelayanan publik. Tuntutan
terhadap profesionalisme aparat peradilan disebabkan oleh peranannya yang sangat
strategis sebagai motor penggerak jalannya peradilan dan sebagai ujung tombak yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan peran dan posisinya yang sangat
strategis, aparat peradilan diharapkan mampu terus berkembang dengan
meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Upaya untuk mewujudkan profesionalisme
aparat peradilan penting dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen aparat peradilan.

Untuk mendapatkan aparat peradilan yang kompeten salah satu caranya
dengan cara merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara
profesional dan transparan. Selama ini proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan
oleh pemerintah dipandang belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai publik
cenderung diwarnai oleh praktik-praktik spoil system, yang masih cenderung
mengedepankan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga
mengakibatkan rendahnya kualitas aparat peradilan. Kualitas aparat peradilan akan
sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen yang merupakan bagian dari pada proses
aktivitas untuk mencari dan menemukan aparat peradilan yang memiliki motivasi,
kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
jabatannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam saat laporan
tahunan ini dibuat secara keseluruhan berjumlah 24 orang, terdiri dari 4 orang hakim
(termasuk ketua dan wakil ketua) serta 11 orang pegawai, CPNS Hakim berjumlah 4
orang.Tahun anggaran 2018 Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak mendapat alokasi

Calon Pegawai Negeri Sipil
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Matrik Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

No Nama Jabatan Ket
l. Pengadilan Negeri Pagar Alam Jumlah Sumber
Daya
1 Saut Erwin H. A. Munthe, Ketua Pengadilan 1
SH.,MH
2 Muhamad Martin Helmy, Wakil Ketua 1
SH.,MH,
3 Agung Hartato, SH., MH Hakim 1
4 Raden Anggara Kurniawan, Hakim 1
SH.,MH
5 Deni Syafril, SH Panitera 1
6 Rionaldo Sahat Sekretaris 1
Sigalingging,S.Kom
7 M. Soleh, SH. Wakil Panitera 1
8 Armen, A.Md Panitera Muda Perdata 1
9 Derry Tauhid, SH Panitera Muda Pidana 1
10 Brendy Sutra, SH PLT. Panitera Muda Hukum 1
11 Alimron Dwi Putra, SE. Kasubbag umum dan Keuangan 1
12 Diah Alam Sari, S.Psi Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata 1
Laksana
13 Likwanyu Juru Sita 1
14 A. Elizabeth, SH Staf 1
15 Sigit Prismariandi Wicaksono, Staf 1
SH
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan -

- Mutasi

Dalam dunia birokrasi mutasi berbeda dengan promosi, mutasi sering diartikan
sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi,
tanggung jawab dan status kerja. Dalam dunia Birokrasi Mutasi berbeda dengan
Promosi, Mutasi sering diartikan sebagai kegiatan lembaga yang berhubungan
dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status kerja ke situasi
(daerah) tertentu dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh
kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang
semaksimal mungkin kepada lembaga. Mutasi memberikan kesempatan bagi
yang
dikerjakan dan memberikan kesempatan untuk belajar hal baru ditempat yang baru.

pegawai untuk untuk menyegarkan kembali dari rutinitas sehari-hari

Dengan demikian seorang pegawai senantiasa berada dalam kondisi kerja yang

dinamis.
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Dengan adanya mutasi ini
penyelenggara negara akan lebih segar dan mampu membuka cakrawala berfikir
yang masih terkungkung dengan pola fikir kedaerahan, etnis dan budaya dia

sendiri, berusaha untuk memahami karakter di tempat barunya dan menggali nilai-

diharapkan mental

nilai dasar yang ada ditempat kerjanya tersebut.

Adapun data Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam tahun
2018 terbagi atas mutasi keluar dan mutasi masuk. Secara rinci adalah sebagai

berikut :

|.Mutasi Masuk

seluruh aparatur

Tanggal Surat
No Nama Pegawai Mutasi Satker Asal Keputusan /
Masuk Tanggal
1. Saut Erwin Hartono A. 29-08- PN Bajawa 13-07-2018
Munthe, SH., MH 2018
Il. Mutasi Keluar
Tanggal
No Nama Pegawai Mutasi Satker Tujuan Surat Keputusan /
Keluar Tanggal
1 Dony Dortmund, SH., | 16-03-2018 | PN Solok 01-02-2018
MH
2 Helmy Fakhrizal 22-10-2018 | PN Pangkalan 28-09-2018
Farhan, SH., MH Balai
3 M. Alwi, SH 07-01-2019 | PN Pangkalan 13-12-2018
Balai
- Promosi

Adapun Promosi

pemimpin yang sudah berhenti, baik karena pensiun atau sudah tidak cakap lagi

dengan digantikan oleh pegawai baru yang diharapkan mampu menjadi leader-

merupakan sebuah mekanisme untuk mengganti

leader handal dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga.
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Sedangkan Promosi memiliki arti yang lebih mendalam bagi sebuah lembaga
sebab dengan kegiatan promosi itu berarti kelangsungan sebuah lembaga akan
terjaga. Promosi dalam konteks ini dapat diartikansebagai proses perubahan dari
satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang
lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi
adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan
bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan konpensasi bagi
yang bersangkutan.

Memang Promosi dalam sebuah kelembagaan adalah sebuah keharusan.
Tanpa dua hal ini, kinerja aparat sebuah lembaga akan menjadi statis dan stgnan
dan diharapkan dengan adanya pola ini akan selalu menambah motivasi dan
peningkatan kinerja. Di samping itu Promosi juga bertujuan untuk penyegaran
terhadap sebuah instansi, dimana seorang pegawai yang terlalu lama bertugas
disebuah instansi cenderung akan bosan dan memiliki sikap possesif yang
berlebihan terhadap tempat kerjanya, sehingga sering dijumpai dalam banyak
instansi contohnya banyak pegawai yang membuat onar dan sering bermasalah
baik dengan bawahan, kolega maupun pimpinannya dikantor. Disamping itu ada
juga pegawai yang bersikap semauanya dan mau mengatur semua orang dikantor
padahal dia sendiri bukan pimpinan di instansi tersebut.

Data SDM yang mendapat Promosi

Terhitung
_ . Surat Keputusan /
No Nama Pegawai Mulai Jabatan
Tanggal
Tanggal
- Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas
pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya
agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai
jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama
bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10,

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai
Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada
pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari
tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu
badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja
sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah

memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.
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Latar belakang adanya pensiun dikarenakan batas usia pensiun, kemauan

sendiri, takdir (sakit dan meninggal dunia), rekturisasi/dinas dan diberhentikan

dengan tidak hormat karena adanya kasus. Kemudian juga karena unsur sifatnya

pensiun seperti penghargaan, diberhentikan dengan hormat, jaminan hari tua dan

jasa terhadap negara atau pemerintah.

Data Pensiun Hakim dan Pegawai

No Satuan Kerja Nama Jabatan TMT Ket
Pensiun
Pengadilan Negeri Pagar Alam
NIHIL
Tidak ada pegawai yang pensiun tahun 2017 (NIHIL)
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat )
Data SDM Teknis dan Non Teknis yang telah mengikuti Diklat
No Jenis Pelatihan Jumlah Tempat
Peserta

1 2 3 4

1 | Diklat Bendahara Pengeluaran 1 (satu) Badan Litbang Diklat Hukum dan
pada Pusdiklat Manajemen dan | orang Peradilan di Megamendung — Bogor
Kepemimpinan

2 | Diklat Terpadu kebakaran hutan 1 (satu) | Diklat Kejaksaan Agung RI Jakarta
dan lahan angkatan I orang

3 | Peserta Pendidikan dan 4 (empat) | Badan Litbang Diklat Hukum dan
Pelatihan Calon Hakim (PPC) orang Peradilan di Megamendung — Bogor

4 | Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) | Balai Diklat Keagamaan Padang
Struktural Kepemimpinan Tk. IV orang
angkatan XVIII
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B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus

- Matrik Jumlah sisa perkara yang diputus

No Nama Perkara Perkara Sisa Keterangan
masuk yang Perkara
diputus
I Pengadilan Negeri Pagar
Alam
1 Pidana 131 171 7 Terdapat
sisa perkara
tahun 2017
sebanyak
47 perkara
2 Pidana Anak 25 25 -
3 Pidana Cepat/Ringan - - -
4 Lalu lintas 4067 4067 -
5 Perdata Gugatan - 2 - Perkara
yang
diputus
tahun 2018
merupakan
sisa perkara
di tahun
2017
6 Perdata Permohonan 79 79 -
7 Perdata Gugatan Sederhana 6 6 -
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Matrik Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
No Nama Perkara Perkara Sisa Keterangan
masuk yang Perkara
diputus
I Pengadilan Negeri Pagar
Alam
1 Pidana 131 171 7 Terdapat
sisa perkara
tahun 2017
sebanyak
47 perkara
2 Pidana Anak 25 25 - Tepat
Waktu
Semua
3 Pidana Cepat/Ringan - - -
4 Lalu lintas 4067 4067 -
5 Perdata Gugatan - 2 - Perkara
yang
diputus
tahun 2018
merupakan
sisa perkara
di tahun
2017
6 Perdata Permohonan 79 79 - Tepat
Waktu
Semua
7 Perdata Gugatan Sederhana 6 6 - Tepat
Waktu
Semua
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- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
Matrik Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

No Nama Perkara Perkara Sisa Keterangan

masuk yang Perkara
diputus
I Pengadilan Negeri Pagar
Alam
1 Pidana 131 171 7 4 Banding
2 Kasasi

2 Pidana Anak 25 25 - 2 Banding

3 Pidana Cepat/Ringan - - - -

4 Lalu lintas 4067 4067 - -

5 Perdata Gugatan - 2 - 1 Banding

6 Perdata Permohonan 79 79 - -

7 Perdata Gugatan Sederhana 6 6 - -

- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

No Nama Hakim Perkara Perkara yg Perkara Sisa

masuk berhasil Putus Perkara
dimediasi
1 Perdata Gugatan - - 2 -
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No Nama Perkara Perkara di Perkara Sisa
masuk diversi Putus Perkara

1 Perkara anak 25 - 25 -
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C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

a) PENGADAAN

Pada Tahun 2018, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menyelesaikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana

b) PEMELIHARAAN
pemeliharaan Sarana/Prasarana Gedung pada tahun 2018

c) PENGHAPUSAN
Tidak ada penghapusan Sarana/Prasarana Gedung pada tahun 2018

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

a. PENGADAAN

Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Pagar Alam melaksanakan beberapa

pengadaan, antara lain
NO NAMA SATKER PENGADAAN KETERANGAN
1 Pengadilan Negeri Pagar - Pengadaan Laptop | 3 Unit
Alam - Pengadaan Meja 1 Paket
Informasi
- Pengadaan Lemari | 2 Unit
Arsip
- Pengadaan Genset | 1 Unit
b. PEMELIHARAAN
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Kondisi
Tahun
No Uraian Perolehan Keterangan
Baik Rusak Rusak
Ringan Berat
Jenis Kendaraan
Roda 4
Terios (bensin) 2012 Baik Ada 1
Il Jenis Kendaraan
Roda 2
Yamaha Jupiter MX 2012 Baik Ada 1
Yamaha Soul 2012 Bail Ada 1

- Pemeliharaan halaman

- Pemeliharaan gedung kantor
- Pemeliharaan pengolah data (komputer PC, laptop)
- Pemeliharaan printer

- Pemeliharaan scanner
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c. PENGHAPUSAN
Untuk Tahun 2018 tidak ada penghapusan

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pagar Alam

No Uraian Jumlah Kondisi Ket
Baik Rusak Rusak
Ringan Berat
NIHIL

Matriks sarana dan Prasarana pada Tahun 2018

No Uraian Jumlah Keterangan

1. | Pengadilan Negeri Pagar Alam
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti
.Ruang Perpustakaan
.Ruang Arsip

12. Ruang Wakil Panitera
13.Ruang Server

14.Ruang Rapat

15.Ruang Tunggu Jaksa

16. Ruang Media Center
17.Ruang Posbakum dan Advocat
18. Ruang bermain anak

19. Ruang Mediasi dan Diversi
20.Ruang Barang Bukti
21.Ruang Kesehatan
22.Ruang Sidang/Ramah Anak
23.Ruang Menyusui

24. Komputer

25. Laptop

26.TV LED

27.Scaner

28. Printer

29.Lemari Besi Arsip
30.Lemari Penyimpanan
31.Filling Cabinet Besi
32.Berangkas

33.Lemari Kayu
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D. Pengelola Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)
- Realisasi Anggaran Teknis

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program peningkatan manajemen peradilan (DIPA DIRJEN BADILUM)
T.A. 2018, Pengadilan Negeri Pagar Alam memperoleh dana sebesar Rp
84.575.000 dan hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
76.100.500,00.- atau 89,98%. Pada Program peningkatan manajemen
peradilan ini direalisasikan pada pokok kegiatan diantaranya adalah :
- Pos Bantuan Hukum
- Perkara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama

- Realisasi Anggaran Non Teknis

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya

Mahkamah Agung RI, dalam Tahun Anggaran 2018 didukung dengan dana

sebesar Rp. 3.174.662.000,- Hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar

Rp. 3.135.749.941.- atau sekitar 98,77%, dimana anggaran tersebut

diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan diantaranya :

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

- Layanan Perkantoran

- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
RI untuk Tahun Anggaran 2018 ditunjang dengan dana sebesar Rp.
439.000.000,-~. Hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
422.875.480,00.- atau sekitar 96,33%,yang diperuntukkan untuk :

-Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP
-Pengadaan Sarana dan Prasarana

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
- Publikasi perkara (one day publish)
1. Perangkat Keras
Kebutuhan perangkat keras dalam menunjang kegiatan sehari — hari
Pengadilan terbantu dengan pengadaan Laptop sebagai sarana pendukung
SIPP untuk Hakim yang baru pada tahun 2018 ini

2. Perangkat Lunak
Perangkat Lunak yang di gunakan untuk membantu mempermudah pencari
keadilan dalam mengetahui proses perkara yang sedang berjalan atau aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tahun ini telah dilakukan update
untuk versi 3.2.0-5

F. Regulasi Tahun 2018

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau
pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:
pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan
diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau peraturan hukum
berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati.
Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya
menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). Tindakan hukum administrasiatau
menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang
atau kasus pelanggaran disiplin
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Oleh karena itu pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk
melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Area :

Pengadilan Negeri Pagar Alam sudah melaksanakan 8 area perubahan:

Manajemen Perubahan
Perundang-undangan

Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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BAB IV
PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Negeri Pagar Alam selama tahun 2018 telah melakukan
pengawasan, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas Administrasi Teknis maupun
tugas-tugas Administrasi Kesekretariatan.

Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri
Pagar Alam setiap bulan telah diadakan rapat bulanan yang mengikut sertakan seluruh
pejabat struktural maupun pejabat teknis dan seluruh karyawan di lingkungan
Pengadilan Negeri Pagar Alam, dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi hasil
pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian Kesekretariatan maupun
Kepaniteraan dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditangani oleh
Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Untuk hasil dan evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan
tersebut maka seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas-
tugasnya dapat di kontrol sudah sejauh mana tugas yang dilaksanakan serta kendala-
kendala apa saya yang dihadapi untuk dapat menghasilkan tugas yang optimal.

Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam hal pelaksanaan pengawasan telah
mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/O080/SKA/111/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : W6-U9/26/KP.04.1/1/2018 tanggal 02 Januari 2018, ketua Pengadilan Negeri
Pagar Alam membentuk Hakim pengawas untuk setiap bidang sebagai berikut.

No Nama Bidang
1. | Muhamad Martin Helmy, SH., | Koordinator Pengawas
MH
2. | Agung Hartato, SH., MH Hakim Pengawas Bidang

Pidana dan Hakim wasmat

3. | Raden Anggara Kurniawan, | Hakim Pengawas Bidang
SH.,MH Kepaniteraan Perdata, Hakim
Pengawas Bidang
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana, Hakim
Pengawas Bidang IT,
Perencanaan dan Pelaporan
4. | M. Alwi, SH Hakim Pengawas Bidang
Hukum, Hakim Pengawas
Bidang Umum dan Keuangan

Setiap bulan para hakim pengawas memberikan laporan kepada Ketua
Pengadilan atas pengawasan pada bagian masing-masing.
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B. Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara
umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi
tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana
perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui
apakah ada selisin di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah
dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.
Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan
pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan
pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi
proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah
tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak
mengapa terjadi demikian, dan langkah- langkah apa yang perlu ditempuh
selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam secara rutin
melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui
Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat
bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk
membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga
bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga
besar Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan
sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang
dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua.

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018



A.

BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Bahwa sudah semaksimal mungkin semua Pegawai berusaha

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun peraturan-
peraturan yang ada pada Jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia agar
terlaksananya tujuan serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan bersih.

Pengadilan Negeri Pagar Alam juga terus berusaha meningkatkan kerja

dan terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan yang baik bagi
masyarakat/instansi lain yang membutuhkan pelayanan tersebut.
Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

a.

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program
kerja yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan.

Meskipun tugas administrasi peradilan dan administrasi umum di Pengadilan
Negeri Pagar Alam sudah berjalan dengan baik dan tertib, namun secaras
rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.
Dengan anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Pagar Alam
pelaksanaan realisasi anggarannya lebih dioptimalkan sebagai upaya
peningkatan produktifitas kerja.

Demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu
diadakan peningkatan dana yang memadai, juga perlunya penambahan
tenaga administrasi baik teknis maupun non teknis.

. Saran

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang
professional, maka pegawai-pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu
diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan Pelatihan.

Untuk meningkatkan kerja dan kinerja di perlukan tambahan tenaga Non
Teknis dan Teknis. perlu diketahui bahwa sampai berakhirnya T.A 2018
tercatat pada bagian Kepaniteraaan hanya ada Jurusita 1 (satu) orang, 1
(satu) orang Panitera Pengganti, Panitera Muda Hukum tidak ada dan tidak
ada staf pada masing-masing bagian, sedangkan di bagian kesekretariatan
tidak mempunyai kasubbag IT, Perencanaan dan Pelaporan, 1 (satu) orang
staf merangkap Bendahara yang merupakan calon panitera pengganti.
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